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Sebagal Pejabat Umum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya mempunyai
kewenangan untuk membuat akta otentik yang berhubungan dengan tanah. Pada praktiknya masih terdapat
PPAT yang melakukan kelalaian dan ketidaktelitian baik secara administratif maupun hukum, sehingga
tidak jarang mengakibatkan kerugian. Seperti pelanggaran dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai
dengan peraturan yang ada, tidak membacakan dan menjelaskan isi akta kepada para pihak. Salah satunya
adalah dalam pembuatan akta hibah oleh PPAT yang mana pihak pemberi Hibah tidak dilibatkan, sesuai
dengan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Inilah yang seharusnya menjadi salah satu bagian dari
tugas Mg elis Pembina dan Pengawas (MPP) PPAT, seperti melaksanakan pembinaan dan pengawasan
kepada PPAT sehingga dengan demikian M PP dapat menjadi sarana yang menjembatani kepentingan PPAT
dengan Kantor Pertanahan, dan dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan
oleh PPAT. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu peran MPP dalam mencegah terjadinya
pelanggaran oleh PPAT dan akibat hukum terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran dalam proses
pembuatan akta hibah. Untuk menjawab masalah yang dikaji, penulis menggunakan metode penelitian
yuridis-normative dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, peran MPP dalam
melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran oleh PPAT yaitu melakukan Pembinaan dan Pengawasan
terhadap PPAT seperti melakukan kunjungan ke kantor PPAT dan sosialisasi kepada PPAT baik secara
langsung maupun menyeluruh. Akibat hukum terhadap PPAT yang membuat akta hibah pal su, maka MPP
dapat memberikan sanksi berupa sanksi administratif.

...... Land Deed Making Officials (PPAT) in carrying out their positions as public officials are given the
authority to make authentic deeds related to land. In practiceit is still found that PPAT commits negligence
and inaccuracy both administratively and legally, so that it often resultsin losses. Such as violationsin the
process of making a deed that is not in accordance with existing regulations, not reading and explaining the
contents of the deed to the parties. One of them isin making a grant deed by PPAT in which the grant giver
is not involved, according to what the author will discussin this study. Thisiswhat should be one part of the
duties of the Supervisory and Supervisory Council (MPP) of PPAT, such as carrying out guidance and
supervision of PPAT so that M PP can thus become a means of bridging the interests of PPAT with the Land
Office, and can prevent or minimize the occurrence of violations committed by the PPAT. The problem
raised in this study isthe role of MPP in preventing violations by PPAT and the legal consequences for
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PPAT who violate the grant deed process. To answer the problems studied, the author uses ajuridical-
normative research method with a descriptive-analytical type of research. Based on the results of the study,
the role of MPP in preventing violations by PPAT isto conduct guidance and supervision of PPAT such as
visiting the PPAT office and outreach to PPAT both directly and thoroughly. The legal consequences for
PPAT who make afake grant deed, then the MPP can impose sanctions in the form of administrative
sanctions.



